
ten tang 
Dalam · 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah 
Berupa Barang Milik Daerah di Kabupaten Subang telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 39 
Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyertaan 
Modal Daerah Berupa Barang Milik Daerah Kepada Badan 
Usaha Milik Daerah Kabupaten Subang; 

b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan 
penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah, 
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
pertimbangan huruf a, perlu disesuaikan dan dilakukan 
perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 
Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyertaan 
Modal Daerah Berupa Barang Milik Daerah Kepada Badan 
Usaha Milik Daerah Kabupaten Subang; 

BUPATI SUBANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH 

BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH 

KABUPATEN SUBANG 

TENT ANG 

BUPATI SUBANG 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUBANG 

NOMOR 63 TAHUN 2025 

lsALINAN I 



Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
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menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, 
Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 155); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas 
Subang Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Subang 
Tahun 2011 Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Perseroan Terbatas (PT) Subang Energi Abadi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2013 Nomor 
9); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Su bang Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 6); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga 
Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang 
Tahun 2019 Nomor 3); 
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BUMD yang menerima penyertaan modal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, paling 
lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak dilakukan BAST 
harus melakukan RUPS/KPM untuk merestrukturisasi 
jumlah modal Pemerintah Daerah. 

Pasal 13 

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 
2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal 
Daerah Berupa Barang Milik Daerah Kepada Badan Usaha 
Milik Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten 
Subang Tahun 2024 Nomor 39), diubah sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH 
BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA BADAN USAHA 
MILIK DAERAH KABUPATEN SUBANG. 

MEMUTUSKAN: 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 
2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Subang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Subang Nomor 10); 

22. Peraturan Bupati Subang Nomor 39 Tahun 2024 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Berupa 
Barang Milik Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah 
Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang 
Tahun 2024 Nomor 39); 
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Menetapkan 



Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, ~== 

ASEPNURONI 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 66 

ttd. 

Diundangkan di Subang 

pada tanggal 22Desember 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG, 

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI 

ttd. 

BUPATI SUBANG, 

Ditetapkan di Subang 

pada tanggal 22 Desember 2025 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Subang. 

Sertifikat dan/atau semua dokumen bukti kepemilikan 
atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, 
dan Pasal 10, diserahkan kepada BUMD penerima 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 36 (tiga 
puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya BAST. 

Pasal 14 

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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